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'IENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PEI{YT]SUNAN KXBIJAXAN DAN PERXNCANAAN
DANA AI,OKASI KHUSUS (DAK).

MENTTRI PIRENCANAAN PEMB NGT ]NAN NASION L/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGIINAN NASIONAL,

bahwa dalam rangka ftenSimplementasikan amanat Peraturan Pemerintah
Nonor 55 Tahun 2005 tentanS Dafla PerimbanSan, diperlukan dukungan
keSiatafl koordinasi kebijakan dan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);

bahwa berdasarkan pertimbangan seba6aimana dimaksud dalam huruf a,
perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pen)arsunan Kebijakan dan
Perercanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);

bahwa pejabat dan pcgawai yang namanya tercantum dalam Lampirall
Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi p€rsyatatan untuk duduk
dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis
Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAn;

Undafl8-UndanS Nolnor' 17 Tahun 2003 tentanS Keu4nSan NeSara
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahufl 2003 Nomor 17, Tanrbah^n
Lembaran Negara Republik Ifldonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahufl 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunafl Nasional (Lembaran Negara Republik In.lorlesia Tahun 200,{
Nomor 124, Tatubahan Lembaran N'e8ara Republik Indonesia Nomor 4421\,

Undang-Undang Nonlor 33 T^hlun 2OO4 tentanS Peri[lbanSan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerifltah Daerah (lrmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negam

Republik Indonesia Nonrcr 4438);
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3.

4. Undang-Undang ...



Menefapkan

4. Undang-Unda[g Nomor 23 Tah]lin 2074 tefltang pemerintahan Daerah
(Lefibarar] Negara Republik Irldonesia Tahun ZOl4 Nomor 224, Tambah^n
l,erhbaran Negara Republik Ifldonesia Nomor 5587);

5. U danS-Undatlg Nomor 14 Tahun 2O1S tentang Anggaran petda4ta\ darl
Belanja Ne8ara Tahufl Angg4ran 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 T^mba}ran l,embaran Negara Republik
rnaollesta Nomol b/b/,;

6. Peraluran Pemerintah Nomor 55 Tahur. 2OOS te/.t^niDarra perimbangall;

7. Peraturafl Pemerintah Nomor 4 5 Tahun 20 t 3 tentang Tata C ata pelaksanaan

Alrggaran dan Belanja Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tah]Jr. ZO|S tertahg Rencana pembangunan

JanSka MenenSah Nasional Tahun 2O1S-ZO|9 0Embarafl Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tah]uln ZO|S tentang Organisasi Kementerian
Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
Per€ncanaan Pembanguran Nasiohal;

2015 tenlang Ketuerterian

ll.Pemturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan perencanaan

Pembangunafl Nasional;

l2.Peraturan Menteri Negara Perencaflaan pemban8una[ Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor pDR.

005/M.PPN/ 10,/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Keflrehteriall
NeSara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan

Pembangun4n Nasional sebagaimana tel^h beben\ kali diubah, teraLhir
dengafl Pemfuran Menteri Perencanaan pembanguflan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 20 l4;

ls.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangulan Nasional/Kepala
Badafl Perencana.an Pembangunan N4sional Nomor 1T^hv 2Ol2 tgntahE
Pedoman Perencanaan, Pelaksaflaan, pelapor1m, penar]tauan, dan Evaluasi
KeSiatan dafl Anggaran;

MXIIUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/KEPAI.A
BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENI'I'SUNAN KXBUAKAN DAN PERENCANAAN
DANA ALOKASI KIIUSUS (DAK).

PERTAMA
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PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEL]MA

KIENAM

KETUJUH

: Membefltuk Tim Koordinasi Strategis penyusuna[ Kebiiakan dan perencalraal
Dana Alokasi Kftu-sus (DAS untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strate8is
DAK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Kepuhrsan ihi.

: Tim Koordinasi Shategis DAK ferdili 4tas Tift pengarah, penanggung 
Jawab,

Tim Pelaksana dafl Tenaga pendukunE.

: Tim Pengarah bertugas :

a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, clafl memantau
kemajuan dan memberi saran pemecnhan atas permasalahan pelaksanaan
kegiatan;

b. menyusun arah kebiiakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKp) ;

c. menentukan program priorifas peftbangunan Nasional yang dibiayai oleh
Dana Alokasi Khusus (DAK);

d. menlusun pagu inditatif Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidanS.
: Penanggung Jawab bertugas uhtuk bertanggung jawab atas substansi dan

pelaksanaan tugas Tift Koordinasi Strategis DAK.

: Tim Pelaksana ber.tugas :

a. melakukan koordinasi dengan kementeriafl /lenlbaga berka,itan defiZan
perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang;

b. nrelakukan koordinasi dengan provinsi dan l<abvrE,ten/Kot^ dala:m
koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);

c. melakukan pemantauan teknis pelalcanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);

d. melakukan evaluasi peftanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAIO;

e. menyusun laporan evaluasi tahun n Dana Alokasi Khusus (DAK).

: Tenaga Pendukuflg bertugas :

a. ftembantu pelakanaan tugas Tim pelaksana dalati Wn8:.lrfipulan data dan
informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim
Pelaksana.

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi
Strafegis DAK dibebankan pada Afig3:ara.. pendapa+at dan Belanja Negara
Kementeriah PPN/Bappenas Tahun Anggaran ZOI6.

KEDELAPAN
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KEDELAI'AN : Keprtusen ini berlaku sejak ta .g8al ditctapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padd tanggal22 Febrvari 2Ot6

MENI'ERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAI,,

SOFYAN A. DJAIIL

ttd

Salinafl sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

I

Emmy Suparmi4



SALINAN
LAMPIRAN

KEPUTUSAN MXNIERI PPI{,/
KEPAI.A. BAPPENAS

NOMOR KEP. 17 /M-PYN/HWOL/ 2016
TANGGAL 22 }TBRUARI 2016

SUSI]NAN KEANGGOTAAN
IIM KOORDINASI STRAITGIS P[.}I}1JSUNAN KEBUAKAN DAN PERINCANAAN

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

A. PENGAP.{H

Ketua

Arggota

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Sek-retaris

AnSgota

B. PENANGGUNGJAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional

Mefl teri PPN,/Kepala Bappenas.

1. Sekretaris Kemenferian PPN/SekretarisUtama
Bappeflas;

2. Deputi Bidang Pendaflaan Pembangunan;
3. Deputi BidanS Pembangunan Manusi4, Masyarakat,

dan Kebudayaan;
4. Deputi Bidang Keftaritiman dalr Sumber Daya Alam;
5. Deputi Bidang Ekonomi.

Direktur Otonomi Daerah.

Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si

l. Direktur Alokasi Pendanaafl Pentbangunan;
2. DirektulPendidik4n;
3. Direktur Kesehatan dafl Gizi Masyarakat;
4. DirekturTransportasi;
5. Dir.ektur Perumahan dan Permukiman;
6. Direktur Pengairan d.an trig4si;
7. Direktur Pangan dafl Pertanian;
8. Direktur Kelautan dan Perikanan;
9. Direktur LinSkunSan Hidup;
10. Direktur Kepehdudukan, Pemberdayaarl Per.empuan,

dan Perlindungan Anak;
I 1 . Direktur Kehut4llan dafl Konservasi Sumber Daya Air;
12. Direktur PerdaSangan, Investasi, dal,l Ke4asama

Ekonomi Internasional;
1 3. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika;
14. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi fueatif;
15. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;

16. Asep ...



D. Tf,NAGA PENDI'KTJNG 1. Diantha Arafia, Sf;
2. Mira Berlian;
3. S[haryono;
4. Subarja;

5. Sapto Mulyono, SAP.

MENIERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

tfd

SOFYAN A, DJALIL
Salinan sesrrai clengan aslinva

Kepala tiil! Hukunl,

Enmly
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16. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
17. Sudira, S.Sos, MAP;
18. Jayadi, S.Si, M.SE, MA;
19. Ervan Arumansyah, S.lp, MA;
20. Alefl Ermanita, S.Sos, M.Sc;
21. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc;
22. Nzqi Yvwar,ita. Habibah, ST, MT;
23. Awan Setiawah, SE, MM, ME;
24. Raffli Noor, S.Si;

25. Suprapto Budinugrcho, ST, M.Eng;
26. Firmansyah, SE, MAP, MIDS;
27. Ir. Nita Kaftika, M.Ec;
28. Andianto Haryoko, ST, M.Si;
29. Sularsono, SP, ME;
30, Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM;
31. Anna Amalia, ST;

32. Seryawati, ST, M.NatResEcon;
33. Yunus castallto, SE, PG.Dipl;
34. Aldy K. Mardikanto, ST;

35. Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si;
36. Indra Ni Tua, ST, M.Com;
37. h. Juali., ME
38. lkhwan Hakim, ST, M.Sc, Ph.D;
39. Ahnad Zainudin, S.Sos;

40. Dr. Ir. Sunad, MP;
41. Aruminingsih, S.Si, M.Sc;
42. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP.


